SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889
TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN

Menimbang

. -

PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam
Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  berdasarkan  usulan  pemerintah  daerah,

perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;

bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam bentuk
verifikasi, validasi, dan inventarisasi oleh Tim Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur untuk selanjutnya
ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

T



Mengingat

Menetapkan

KESATU

=T

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 684 1);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 286);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi  dan Nomenklatur, Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889
TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN
INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN
NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN
DAERAH.

Menetapkan Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

2%

Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
meliputi koreksi atas kesalahan pengetikan, perubahan kodefikasi,
nomenklatur, kinerja, indikator dan satuan, penambahan
kodefikasi, nomenklatur, kinerja, indikator dan  satuan,
penambahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan
daerah serta penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
dilakukan melalui penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri
bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan usulan
pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan. ‘

Khusus terkait dengan penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berlaku ketentuan:

a. Penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan  nomenklatur
perencanaan pembangunan diberlakukan mulai dari penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024;

b. Penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan
daerah diberlakukan mulai dari penyusunan dokumen
penganggaran daerah tahun anggaran 2024; dan

c. Untuk keterbandingan laporan keuangan pemerintah daerah
penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan
daerah diberlakukan mulai dari tahun 2026 sehingga penyajian
laporan keuangan tahun anggaran 2024 yang disajikan pada
tahun anggaran 2025 tetap dapat disandingkan dengan laporan

keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023.

Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
ditambahkan dalam database klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya
diakomodir dalam perubahan Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



sillia

KEENAM : Keputusan Menteri Dalam Negeri ini berlaku pada tanggal
ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023
MENTERI DALAM NEGERI,

inan sesuai dengan aslinya

ttd
Setya Hadi, S.STP, M.A.P

K.I (IV/b)

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Menteri Kesehatan;
11. Menteri Sosial,
12. Menteri Ketenagakerjaan;
13. Menteri Perindustrian;
14. Menteri Perdagangan;
15. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Komunikasi dan Informatika;
19. Menteri Pertanian;
20. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Menteri Kelautan dan Perikanan;
22. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
23. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,
24. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
25. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
26. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
27. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
28. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
30. Menteri Pemuda dan Olahraga;
31. Gubernur Seluruh Indonesia,;
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
33. Bupati dan Wali kota Seluruh Indonesia;
34. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; dan
35. Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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Pelatihan  Keterampilan  dan Terlaksananya Pelatihan|Jumlah  Dokumen  Pelaksanaan
7 | 03 |02]6.03|0018| ° ete P Keterampilan dan|Pelatihan Keterampilan dan Dokumen
Ketenagakerjaan . .
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
IPD’eny .ec.haan p " Akomodasi Tersedianya Akomodasi|Jumlah Laporan Akomodasi
7 [ 03 102]|6.03|10019 Peflgt%ﬂmankese;f ¢t Pelatih Pengiriman Peserta Pelatihan ke|Pengiriman Peserta Pelatihan ke Laporan
clathan - xe sa catlan by sat Pelatihan Kerja Daerah Pusat Pelatihan Kerja Daerah
Kerja Daerah
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
s | o1 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
PROGRAM PENGUATAN
8 | 01 (02 IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
8| 01 021101 Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
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KODE

URUSAN / UNSUR

BIDANG URUSAN /
BIDANG UNSUR

PROGRAM
KEGIATAN

SUB KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN
PROVINSI

KINERJA

INDIKATOR

SATUAN

01

02]1.01

0001

Penyusunan Program Kerja di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Tersusunnya Program Kerja di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Dokumen Program Kerja di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ilka dan Sejarah
Kebangsaan yang Disusun

Dokumen

01

02]1.01

0002

Perumusan Kebijakan Teknis di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Tersusunnya Kebijakan Teknis di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan yang
Disusun

Dokumen

01

02(1.01

0003

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Terlaksananya  Kebijakan  di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan

Orang




- 1082 -

KODE

URUSAN / UNSUR

BIDANG URUSAN /
BIDANG UNSUR

PROGRAM
KEGIATAN

SUB KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN
PROVINSI

KINERJA

INDIKATOR

SATUAN

01

02]1.01

0004

Koordinasi di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan

Terlaksananya

Bidang

Kebangsaan,

Karakter

Kebangsaan,

Koordinasi di
Ideologi Wawasan
Bela Negara,
Bangsa, Pembauran
Bhineka Tunggal

Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang  Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan

Orang

01

02]1.01

0005

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang Ideologi
Wawasan  Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Terlaksananya

Evaluasi
Bidang

Kebangsaan,

Karakter

Kebangsaan,

Monitoring
dan Pelaporan di
Ideologi Wawasan
Bela Negara,
Bangsa, Pembauran
Bhineka Tunggal

Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika
dan Sejarah Kebangsaan

Laporan
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KODE

URUSAN / UNSUR

BIDANG URUSAN /
BIDANG UNSUR

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN
PROVINSI

KINERJA

INDIKATOR

SATUAN

01

02

1.01

0006

Pembentukan dan Penumbuhan
Karakter Keluarga Melalui
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Pentingnya
Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila dalam Semua Aspek
Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara

Terlaksananya Pembentukan
dan  Penumbuhan  Karakter
Keluarga Melalui Peningkatan
Kesadaran  Masyarakat akan
Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam
Semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, dan
Bernegara

Jumlah Dokumen Hasil
Pembentukan dan  Penumbuhan
Karakter Keluarga Melalui
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
akan Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam Semua
Aspek Kehidupan Bermasyarakat,

Berbangsa, dan Bernegara

Dokumen

01

02

1.01

0007

Pengangkatan Purnapaskibraka
Duta Pancasila

Terbentuknya purnapaskibraka
duta pancasila

Jumlah
Pancasila

Purnapaskibraka Duta

Orang

01

02

1.01

0008

aktivitas
dan

Pembinaan terhadap
kepaskibrakaan
Purnapaskibraka

Terlaksananya pembinaan
aktivitas kepaskibrakaan dan
purnapaskibraka

Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas
Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil
Pembinaan Purnapaskibraka

Dokumen

01

02

1.01

0009

Pelaksanaan tugas Paskibraka

Terlaksananya
paskibraka

penugasan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Tugas Paskibraka

Dokumen

01

02

1.01

0010

Pelaksanaan tugas
Purnapaskibraka Duta Pancasila

Terlaksananya penugasan
Purnapaskibraka Duta Pancasila

Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
Purnapaskibraka Duta Pancasila

Dokumen
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Pembinaan Lanjutan kepada|Terlaksananya Pembinaan|Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan
8 | 01 |02(1.01]|0011 |Purnapaskibraka Duta|Lanjutan kepadal|kepada Purnapaskibraka Duta Dokumen
Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila |Pancasila
8 | 01 |02]1.01|0012 |Pembentukan Paskibraka Terbentuknya pasukan pengibar| ;.\ 1.1 paskibraka Orang
bendera pusaka
PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN
s | o1 |o3 LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK




- 1085 -

KODE
m ~
1 z
£122|2| 2 |
~|B P é 2 O NOMENKLATUR URUSAN KINERJA INDIKATOR SATUAN
> =N 8 = P PROVINSI
U Z 84
(</:) Z < % E m
2 |< 8 >
® |8 m D)
2 |m
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya  Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
81 01 103]1.01 Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum /Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
Penyusunan Program Kerja di|Tersusunnya Program Kerja di . .
Jumlah Dok P K d
Bidang Pendidikan Politik, Etika|Bidang Pendidikan Politik, Etika Bligzrf P‘;ﬂ‘;ﬁfﬁan roﬁﬁfgk erli?iik;
Budaya  Politik, Peningkatan|Budaya  Politik, Peningkatan & o iy
. et . ... _.|Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi|Demokrasi, Fasilitasi . e
Kelemb p intah Kelemb p intah Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
8 | 01 |03]1.01|0001 | CcmPasaan cmerintanan, | telenibagaan CMENMtanan, | p. erintahan, Perwakilan dan Partail Dokumen
Perwakilan dan Partai Politik,|Perwakilan dan Partai Politik, . s s
o - o . Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Pemilihan Umum /Pemilihan|Pemilihan Umum /Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Umum Kepala Daerah, sertalUmum Kepala Daerah, serta . . e er 1.
) ) " ) ) ) .. .|Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Pemantauan Situasi Politik di|Pemantauan Situasi Politik di .
yang Disusun
Daerah Daerah
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KODE

URUSAN / UNSUR

BIDANG URUSAN /
BIDANG UNSUR

PROGRAM
KEGIATAN

SUB KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN
PROVINSI

KINERJA

INDIKATOR

SATUAN

01

03]1.01

0002

Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Tersusunnya Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya  Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum /Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Jumlah  Kebijakan di  Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan  Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala  Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah
yang Disusun

Dokumen
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KODE

URUSAN / UNSUR

BIDANG URUSAN /
BIDANG UNSUR

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

NOMENKLATUR URUSAN
PROVINSI

KINERJA

INDIKATOR

SATUAN

01

03

1.01

0003

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Terlaksananya  Kebijakan  di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya  Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum /Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, = Peningkatan  Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Orang

01

03

1.01

0004

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya  Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum /Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Terlaksananya  Koordinasi di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya  Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum /Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan  Partai  Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Orang
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Pelaksanaan Monitoring,|Terlaksananya Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di|Evaluasi dan Pelaporan di|Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Bidang Pendidikan Politik, Etika|Bidang Pendidikan Politik, Etika|Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Budaya Politik, Peningkatan|Budaya Politik, Peningkatan|Pendidikan Politik, Etika Budaya
Demokrasi, Fasilitasi|Demokrasi, Fasilitasi|Politik, Peningkatan Demokrasi,

8 | 01 |03|1.01]|0005 |Kelembagaan Pemerintahan,|Kelembagaan Pemerintahan,|Fasilitasi Kelembagaan Laporan
Perwakilan dan Partai Politik,|Perwakilan dan Partai Politik,|Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Pemilihan Umum /Pemilihan|Pemilihan Umum /Pemilihan|Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta|lUmum Kepala Daerah, sertalUmum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di|Pemantauan Situasi Politik di|Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Daerah Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENGAWASAN

81 01|04 ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan

81 01 |04]1.01 Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan
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Penyusunan Program Kerja|Tersusunnya Program Kerja|[Jumlah Dokumen Program Kerja
Dibidang Pendaftaran Ormas,|Dibidang Pendaftaran Ormas,|Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi|Pemberdayaan Ormas, Evaluasi|Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
81 01 |04]1.01 1 ’ ’ .. ’
011000 dan Mediasi Sengketa Ormas,|dan Mediasi Sengketa Ormas,|Mediasi Sengketa Ormas, Dokumen
Pengawasan Ormas dan Ormas|Pengawasan Ormas dan Ormas|Pengawasan Ormas dan Ormas Asing
Asing di Daerah Asing di Daerah di Daerah yang Disusun
Penyusunan Bahan Perumusan|Tersusunnya Kebijakan Dibidang|Jumlah Kebijakan Dibidang
Kebijakan Dibidang Pendaftaran|Pendaftaran Ormas,|Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Pemberdayaan Ormas,|Pemberdayaan Ormas, Evaluasi|Ormas, Evaluasi dan Mediasi
81 01 [04]1.01]0 . . ’ L. ’
002 Evaluasi dan Mediasi Sengketaldan Mediasi Sengketa Ormas,|Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dokumen
Ormas, Pengawasan Ormas dan|Pengawasan Ormas dan Ormas|dan Ormas Asing di Daerah yang
Ormas Asing di Daerah Asing di Daerah Disusun
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang|Terlaksananya Kebijakan|Jumlah Orang yang Mengikuti
Pendaftaran Ormas,|Dibidang Pendaftaran Ormas,|Pelaksanaan Kebijakan Dibidang
s | o1 loal 10110003 Pemberdayae.m Ormas, Evaluasi Pemberdayaa}n Ormas, Evaluasi|Pendaftaran Orma}S, Pemberdaye.lar% Orang
dan Mediasi Sengketa Ormas,|dan Mediasi Sengketa Ormas,|Ormas, Evaluasi dan  Mediasi
Pengawasan Ormas dan Ormas|Pengawasan Ormas dan Ormas|Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
Asing di Daerah Asing di Daerah dan Ormas Asing di Daerah
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Pelaksanaan Koordinasi|Terlaksananya Koordinasi|Jumlah Orang yang Mengikuti
Dibidang Pendaftaran Ormas,|Dibidang Pendaftaran Ormas,|Koordinasi Dibidang Pendaftaran
. . P
s | o1 loal1.01l0004 Pemberdayagn Ormas, Evaluasi Pemberdayae}n Ormas, Evaluasi Ormas,. emberday.aar'l Ormas, Orang
dan Mediasi Sengketa Ormas,|dan Mediasi Sengketa Ormas,|Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Pengawasan Ormas dan Ormas|Pengawasan Ormas dan Ormas|Ormas, Pengawasan Ormas dan
Asing di Daerah Asing di Daerah Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring E.V'e}lua31 Terlaksa.nanya Mor.ut.ormg Jumlah Laporan Hasil Monitoring
dan Pelaporan Dibidang|Evaluasi dan Pelaporan Dibidang . o
Evaluasi dan Pelaporan Dibidang
Pendaftaran Ormas,|Pendaftaran Ormas,
) ‘|Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
8 | 01 [04(1.01 0005 |Pemberdayaan Ormas, Evaluasi|Pemberdayaan Ormas, Evaluasi . .. Laporan
S a Ormas, Evaluasi dan  Mediasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,|dan Mediasi Sengketa Ormas,
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
Pengawasan Ormas dan Ormas|Pengawasan Ormas dan Ormas . .
) ) . ) dan Ormas Asing di Daerah
Asing di Daerah Asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN
s | o1 los PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN
BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
8 | 01051101 Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budava
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01

05(1.01

0001

Penyusunan Program Kerja di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Tersusunnya Program Kerja di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Jumlah Dokumen Program Kerja di
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
yang Disusun

Dokumen

01

05]1.01

0002

Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Tersusunnya Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Jumlah Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
yang Disusun

Dokumen
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01

05(1.01

0003

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Terlaksananya  Kebijakan  di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Orang

01

05]1.01

0004

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Terlaksananya Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi  Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Orang
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Pelaksapaan Momtormgt Terlaksa.nanya Momtormgi Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di|Evaluasi dan Pelaporan di . .o
) . . |[Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Bidang Ketahanan Ekonomi,|Bidang Ketahanan Ekonomi, . .
. e ] .... . |Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
Sosial, Budaya dan Fasilitasi|Sosial, Budaya dan Fasilitasi ey
8 [ 01 [05]1.01|0005 dan Fasilitasi Pencegahan Laporan
Pencegahan Penyalagunaan|Pencegahan Penyalagunaan . ee
) e ; . Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan|Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Kerukunan Umat Beragama dan
Umat Beragama dan Penghayat|Umat Beragama dan Penghayat .
. . Penghayat Kepercayaan di Daerah
Kepercayaan di Daerah Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
8 [ 01 |06 PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis
s | o1 losl1.01 dan Pelaksanaan l.Demantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial
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01

06]1.01

0001

Penyusunan Program Kerja di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Tersusunnya Program Kerja di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Dokumen Program Kerja di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah
yang Disusun

Dokumen

01

06]1.01

0002

Penyusunan Bahan Perumusan
Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

Tersusunnya Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang  Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah  Kebijakan di  Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah yang
Disusun

Dokumen
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01

06]1.01

0003

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

Terlaksananya  Kebijakan  di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang  Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Orang

01

06]1.01

0004

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Terlaksananya Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti
Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan  Perbatasan  Antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Orang
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Pelaksar}aan Monltormgt Terlaksa%nanya Momtormgf Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di|Evaluasi dan Pelaporan di . . o
) .. . . . |Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja|Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja . .
. .. Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Sama Intelijen, Pemantauan|Sama Intelijen, Pemantauan .. .
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing|Orang Asing, Tenaga Kerja Asin Inteljjen, Pemantauan Orang Asing,
8 | 01 |o6]|1.01|0005 & Asing, Tenaga Kerja Asing g ASINg, lenaga Bena ASME|nenaoa Kerja Asing dan Lembaga|  Laporan
dan Lembaga Asing,|dan Lembaga Asing,|, .
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Kewaspadaan Perbatasan Antar|Kewaspadaan Perbatasan Antar e
s el Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Negara, Fasilitasi Kelembagaan|Negara, Fasilitasi Kelembagaan|.,.
) ) Bidang Kewaspadaan, serta
Bidang Kewaspadaan, serta|Bidang  Kewaspadaan, serta o 1
o 1 s Penanganan Konflik di Daerah
Penanganan Konflik di Daerah  |Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Forum Koordinasi Terlaksananva Forum Koordin iJumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
8 | 01 |06(1.01]|0006 |Pimpinan ? a‘sa anya roru . O(,) ! Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dokumen
. Pimpinan Daerah Provinsi .
Daerah Provinsi Provinsi
9 UNSUR KEKHUSUSAN
9 01 KEKHUSUSAN ACEH
PROGRAM  SYARIAT ISLAM
9| 01 (02 ACEH
9| o1 lo2|7.01 Peningkatan Pemahaman
Wawasan Islam
i Jumlah O Mengikuti
9| 01 lo2|7.0110001 |Pelatihan Mawaris Terlaksgnanya Pelatihan|Jum a rang  yang engikuti Orang
Mawaris Pelatihan Mawaris
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TOT Modul Wawasan Keislaman Telaksananya' TOT 'Modul Jumlah Guru Guru Sekolah
. Wawasan Keislaman bagi Guru|Menengah Pertama/Sekolah
9| 01 [02(7.01|0002 |bagi Guru Sekolah Menengah s Orang
Pertama /Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah|Menengah Atas yang Mengikuti TOT
g Pertama/Sekolah Menengah Atas|Modul Wawasan Keislaman
Pembinaan dan Peningkatan|Terbina dan Meningkatnya|Jumlah Tokoh Masyarakat yang
9 | 01 |02]|7.01]|0003 |Kapasitas Tokoh Masyarakat|Kapasitas Tokoh Masyarakat|Dibina dan Ditingkatan Kapasitas Orang
dalam Pelaksanaan Syariat Islam|dalam Pelaksanaan Syariat Islam|dalam Pelaksanaan Syariat Islam
Pe‘mngkatan Kapasitas Tenaga Meningkatnya Kapasitas Tenaga|Jumlah Tenaga Hisab dan Ru'yat
9| 01 |02|7.01]0004 |Hisab dan . , s . Orang
, Hisab dan Ru'yat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Ru'vat
Seminar Problematika Syariat|Terlaksananya Seminar{Jumlah Peserta yang Mengikuti
9| 01 102]7.0110005 Islam Problematika Syariat Islam Seminar Problematika Syariat Islam Orang
g?sr;l]k:;l;a::vi Mental  Spritual Terbinanya  Mental  Spritual{Jumlah Siswa/Siswi Sekolah
9 01 [02|7.01]|0006 Siswa/Siswi Sekolah Menengah|[Menengah Atas Sederajat Mental Orang
Sekolah Menengah Atas Atas Sederajat Spiritualnya yang Dibina
Sederajat J P ya yang
Peningkatan Pemahaman,
91 01 |02]7.02 Penghayatan dan Pengamalan Al
quran
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